MEMTERI PARIVISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERT PARIWISATA
EEPURLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR USAHA PUSAT PENJUALAN MAKANAN

DENGAN RAEMAT TUHAN ¥YANG MAHA ESA

MENTERT PARI'WISATA REPUBLIK INDONESLA,

Menimbang : a.  bahwa unruk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayal (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 lentang
Sertifikasi Kompetensi dan Sertilikasi Usaha di Bidang
IPariwisata  perlu  diatur mengenal  sandar  usaha
pariwisatasa;

b, bahwa dalam  rangka peningkatan mutu preduk,
pelayonan dan pengelolaan serta days saing usaha Posar
Penjualan Maksnan, mala penyvelenggaraan usahs Plusal
Fenjualan Makanan wajib memenuhbi standar usaha;

¢. bahwa  berdasarkan  perfimbangan  sebagaimana
chifnakgud  dalam huraf a, dan humf b pery
menclapkan Peraturan  Menferi  Pariwisaia  lenizang

Standar Usaha Pusal Penjualan Makanan:

Mengingat : 1. Undang-Urndang  Nomor 39 Tahun 2008 wntang
Kemenierian  Negara  [Lembaran  Negars  Republk
Indoncsia Tahun 2008 MNamor 166, Tambahan lembaran

Megara Republik Indonesia Nomor 49 L6);
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Undaneg-Undane Nomor 10 Tahun 2009 lentang
Kepariwisataan (Lembaran Nepara Republik Trdonesas
Tabun 2009 Nomor 11, Tambahar Lembarsn Nogora
Eopublik Indonesia Nomor 49646];

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Zerrifikasi Kompetensl dan Sertifikas: Usaha di1 Bidang
Pariwisata [Lembaran Negara Hepubllk Indonesia Tahun
2012 Womor 105, Tambahan Lembaran Negarz Republik
[ndonesia Nomor 331 1)

Peraturan Presiden MNomor 19 Tabun 2015 1lsntang
Kementerian Pariwisata [(Lembaran XNegara Hepublii
[ndonesia Tahun 2015 Momor 20);

Peraturan Menteri Kebudavaan dan Pariwisata Nomor
PaE 8T THESCL  MEP 2010 Lenilang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Beritd
Negara Republik Tndonesia Tahuan 2010 Nomer 739,
Peraturan Menteri Pariwisala dan Ekonomi  Kreatif
Nomor | Tahun 2014  tentang Penyclenggarasan
Sertifikass Usaha Pariwisata schagaimana lelah diubah
terakhir dengasn Peraluran Menter: Pornwisata  dan
Ekonormi  Kreatif Nomor 7 ‘Tahun 2014 lentang
Perubahan Atas Peraturan Menlen Parwisata aan
Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahur 2014 tentang
Penvelenpggaraan Sertifileas] Ussha Pariwisata  (Herita
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 73}
Peraturan Menterl Panwisata Nomor 5 Tarun 2010
tentang  Penvesusian  Momenklamrs  Paca  Peraluran
Menleri Pariwisata dan Ekcnomi Erealif [Herita Megarz
IRepublik Indonesia Tahun 2015 Namor 1531

Peraturan Menler Pariwisata Nomor 6 Tanun 2015
tenlang  Organisasi dan  Tats  Keria  Kementerian
Pariwisata (Berita Wepara Republik [ndonesia Tahun

2013 Momor 245);
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S,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTEElL PARIWISATA TENTANG S3TANDAR
UEAHA PUSAT PEMNJUALAN MAKANAN,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |1

Dalam Peraturan Menter! ini vang dimaksud denpgan:

1. Usaha Pariwisala adalsh usaha yang menyediakan
barang dan/atau jasa bagt pemenchan  kebulahan
wisatawan dan penyelengearaan pariwisata.

£ Usaha pusal  penjualan  makanan adalah usahs
penyvediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, sumsh
malan dan/atan kafe dilengkapt meja dan karst.

3. Slandar Usaha  pusat  penjualan makansn  yang
selamulnya disebul Slandar, adalan rumusan Eualilitkas
danjatay klasifikasi wvang mencelup aspek produk,
pelayanan dasn pengelolaan Usaha pusat penjualso

makanan.

=

Serfifikasi Ussha pusat penjualan makanan  wvang
selanjuinva disebul Sertilikasi, adalah proses pemberian
SZertifikat kepada Usaha pusat perjuslan msebkanan
uniak mendulkung peninglkeatan mutu produk, pelayvanan
dan  peneelolaan  Usaha  pusat penjualan malkanuan
melalii sadit pemenuhan Standar,

5, Bertifikat Usaha pusal penjuaian maksiisn  yYang
selanjutrva disebut Serdfileat, adalah buktl tertulis vang
diberikan  oleh Lembaga  Sertifileas:  Usabha  Badang
Pariwisara kepada Usaha pusal penjualan makanan yaig

telah memenubi Standar.
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. Lembaga Herufikasi Usshs Bidang Pariwisata vang
selanjulnya  discbut L3U Bidang Pariwisata, adaizh
lembaga mandiri yang berwenang melakukan Serrifilasi
Usahe ci Bidang Pariwisata sesuel kelenluan perstursn
perundang-undangan.

7. Pengusaha Pariwisata adalsh orang atau sekelompox
orang vang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

8. Pecmenntah Pusat yang selanjuinya disebur Pemennlah,
Aadalah DPresiden Republik Indenesia yang memegang
kelmasaan  pemerinishan oepara Republik Indonesia
sebapgaimana dimaksod delam Undang-Uncarng Dasar
Negara Republix Indonesia Tahun 1945,

9,  Pemenntann Dacrah adalah Gubemus, Bupati atso
Walikata, dan  perangzal  daerah sebagsl unsor
penyelenggaraan poemernntah dacrah.

1. Menteri adalsl menteri vang menvelenpgarakan Urlsan

pemerintahan di hidang kepariwisataan.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur dan menetoplkan batason
tentnng:
4. persvaratan minimal dalsm  penyelengpsraan usang
Pusat Penjuzalan Makanan; dan

b.  pedoman dalam pelaksanaan sertifikas:

Pazal 3
Ruang linglup Peraturan Menten i melipuls
4. penvelenggarasn usana;
b,  sertifikas usaha;
c. pombinaan dan pengawasan; dan

d. sanksiadministratif,
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BAB [l
PENYELENGGARAAN USAILA

I*asal 4
Lsaha pusat penjualan malanan dapat berupa usaha
perarangan atgll badan wsshe Indenesia sesuzi deopgan

ketentuan peraturan perundang-undangan.,

Praal 5
(1]  Sebap Usaaa Masar Penjualan Makanan wajily rmemiliki
Sertibikat.
(2)  Serhlikal sebagaimmana dimaksud pada ayat (1] dineraleh

melala Sertilikasi.

BAB III
SERTIFIKASI USAHA

Bagan Kesarl)

Umm

Pasal &

{1] Sertifikasi dilaksanakan dengan mengacu pada Standar,

sebagaimana  fercaniam dalam Lamipiran  wang
meripakan bagian  Ldak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2] Standar sebagaimana dimaksud padz ayat (1) memuos
persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usahe
Pasat 'enjualan Makanan, yvang meliputi aspek produle,

aspek pelayanan, dan aspek penpelolaan.

Baman Kedua

Pelaksanaan Sertifikast

Prsal 7
Sertifikasi Usaha Pusat Penjualan Makanan diselenggarazan
oleh LSU Ridang Pariwisata.
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(1)

3]

(1]

(L

Pazal 8
Sertifikusi dilaksanakan melalui  penilaian  terhadesn
pememihan:
a. persvaralan dasar; dan
b, standar,
Pemenvhan peragyaralun dasar secbagaimana dimaksid
pada avat (1) huruf a, adaiab Tanda Daftar Usaha
Pariwisaia Usaha Pusat Penjualan Makanan,
Pememihan slandar sebapaimana  dimaksud  pada
avat (1} huruf b, melipati aspek:
&,  produk, vang lerdirl durt S (lima) unsur dan 21 [dua
pulub saty) sub unsur;
b, pelayanan, yvang teedini dart 1 (satu) unsur dan 4
(empat) sub unsur; dan
¢, pengelolaan, yvang terdini darl 4 {empal) unsur dan

26 (dua puluh enam) sub unsur,

Pasul 9

Dalam hal persyaratan dasar sebspsimana dimaksod
dalam Pasal & ayat (1) huruf a dan ayat (2] tidak
terpenuhi, terhadap Penpusaha Pariwisata terscbut tidak
dapat dilazukan Ssrtifiasi.

Dalam hal persyaratan dasar schagsimans dimaksuac
dalam [asal 2 ayar (1] huruf a dan avat |2] terpenub,
terhadap pengusabha pariwisata dapal dilakukan

penilaan lerthadsp pemenuhan Standar.

Pasal 10
Dalam kbl menyvanghat ussha mikro, usaha zecid, usana
menensah  den Roperasi di bidang Usaha  Pusat
Penjuslan Makanan, Pemerintah dao/atad Poemmerintah
Daerah dapat  memberikan  fasilitas;  dukungsa
adminisirasi, kelembapaan dan pendansan vang bersital

khusus.
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120 Fasililasi sehapaimana dimeaksud pada ayval (1) uniuk
memberikan kemudshan dalam rangks pelakssnaan

proses Scrtifileasi dan/atau penerbitan Serifikat.

Pasal 11
Penpuszaha Pariwisata vang telah memperoléh Sertifikar yang
dikeluarkan  olch  LSU Bidang  Mariwisaza  dgpat

menyelenpgarakar Usaha Pusat Penjualan Makansan,

Pasnl 12
it Talam  hal  Ussha Pusal Pemgualan Makarsno
sebagaimans  dimakswad  dalam Pasal 11 ldek  lag

memenuhi  Standar berdasarkan  Sertifikar yang
dimilikinya, maka Pengusaha PMariwisatz torscbut wgjin
memenuhi kekurangan yvang ada dzlam jangka walctu
paling lama § [enam) bulan, terhitung seiak diketzhuainys
keloarangan dimalsuad.

(2} Apabila sctelah lewat jangka wakiu € [ensm) buldn
schapsimangd  dimaksud  pada  ayal  [1)  Penpusshs
Pariwisaia tidak dapat memenuhi kekurangnn vang ada,

maka Sortifixat yang dimuliki memach Gdak beclakoo,

Bagian Ketga

Perilaian Mandir

Pasal L3

(1} Pengusaha Panwisala dapat melaloakan penilaian secara
mandiri  sebehun pelaksangan Sertifilcasi olelr L3U
Bidang Pariwisata.

(2] Penilsian secars mandirl sebagoimana dimaksad pada
avalt,  [1]  tidak mengurangt  kewajiban  Pengusahu
Pariwisata untuk melaksanakan SBertifilkkasi.

(3) Penilaisn sccsra mandivl sebagaimana dimaksad pada
avatl (1) mengacy pada Standar sebagaimana tercanlam
dalam Lampiran vang merupakan bagian  dczk
terpisahkan dari Peraturan Menten ino.
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BAR IV
FEMBINAAN DAN PENCAWASAN

Pasal 14
Pernerintalh dan Pemerinmah Daerah melaxssrelan
pembinaan  dan  penpawssan dalam rangka  peneranan
Slandar, sesuai dengan ketentuan perzsturan perlndang-

undangan,

Pazal 15

{11  Menteri, Gubemur, dan Dupad/Weolikota  melakuksn
pembinaan  dalam rongica pererapan Standar sesos
kewenangannva,
dimaksud pada aval (1} mencokup sosialisssi don
advokasi,

(3} Pembinaan yang dilakokan oleh Gubernur schagaimana
dimaksud  pada ayat [1) mencaxup  pelaksanaan
binbingan teknis penerapen Standar bagl Pengusaha
Pa riwisalu,

4] Pembinaan yang dilakulan oleh  Bupati; Walileota
sebagrimana  dimalesud  pada ayat (L) zntara  lsin
inelakuken bimbingan weknis porerapan S:andar dan
pelatihon teknis operasional Uscha Pusal Penjusise
Makanan bagl tenaga ketrja Ussha Pusat Penjualan
Makanan.

Pasal 15
{1] Menteri, Gubemur, dan Bupari)Walikoln melakulan
PenEawasan penerapan dan pemenuhon Standar sesoan
kewenangannya,
(2} Pengawasan yang dilakukan oleh Menten schagaimana
dimalksud pada avat (1) melalui evaluasi penerapan

Htandar.
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o

3} Pembekusan alau  pencabutan Tanda Daftar  Usaha
Parwisala Usahia Musat Penjualan Makanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baaeal o, dikenaksn
apabily Pengusaha Parwisata tidak mematuhl teguran
tertulis ketiza dan relah lewat jangka wakita paling ceper
selama 60 [enam puluoh) har kerja, ierhitung sejak

tanigpal lepuran tertulys ketiga dikenalkan,

BAR V]
EETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
Dralam hal Permerintah Daerah beium dapat
menyelengearskan dan menerbitken Tanda Daltar Usahs
Pariwisala Ussaha Pusal Penjualan Makanan pada  saat
berlalunya Peraturan Menter, maka pemenuhan ketentuan
sebagaimana dimaksuad dalam Pasal 8 ayac (1) dan ayvat (2]
Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam beniuk sura
keterangan  atau  rckomendasi wvang  dikeluarkan  oleh

Femerintabh Dacrab.

l*asal 19
Pengusaha Pariwisata  wajin  menyesuakan  dini dengan
Peraturan Menteri ind dalam jahgka walktu paling lama
| [sati) ahun  terhitung selak berlakunya  Peramiran

Menteri mm.

[Pasal 20
(1] Dualam ha! Usaha Pusot Penjualan Makanan termasak
dalam kstegori usaha  mikee, ussha  keol,  wssba
menengah, don koperasi, maka Sandar vang duler
dulam Peraturan Menteri ini diterapkan dalam jangka
wuktn 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya

Peraturan Mentern i,

www.jdih.kemenparekraf.go.id



(2]

(4]

e B 2

Sebelum lewar jangka waktu 4 (empat] lahun lerhitung
sejak berlalunya Peraturan Menteri ind, Usahe Pusal
Penjualan Maksnan yang fermasuk dalam  katcgon
sehagaimana dimaksud pada ayat (1] dapal meminoa
dilakukan Sertifikasi secara  sukarela  berdesarkan
Peraturan Menteri ini.

Sertifikat  wvang diterbitkan berdasarkan  ketenluan
sebagaimana dimaksud pada ayat [2) memiliki kekuatan
vang sams scpertl Sertilikal yang diterbit<an anab:ila
pencrapan Standar telsh diwajiblan.

Terhadap Usaha Pusat Penjualan Makanan sebagaimana
dimaksud pads aval (1] dilakukan pembinaan apar

mampu memenuhi persyaratan Sertiikasi,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri i mulal berlaku pada anggs

& P

diundangkan.
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e ha

Agar  sctiap orang mengetahiuinys, memermtahlkan
pengundangan Peraturan Menleri il dengan penempatannya

tlalam Berita Negara Republiic Tndonesia.

Ditetaplan di Jakarta

pada tenesal 21 Desember 2013

MENTER] PARIWISATA
REPUBLIK INDOXNESIA,

trd.
AR YA Y A

Diundangkan di Jakarta

pads tangaal 273 Desember 20135

DIREKTUR JEXNDERAL

PERATURAN PERUNDANCG-UNDANGAN
EEMENTERIAN HURUM DAN HAR ASAS! MANUSIA
REPUBLIK INDONIESIA,

ttd.

WIDODO EXATIAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDOMESIA TAHUN 2015 NOMOR 1542

Salinsn sesual dengan aslinya
KEMEKTERIAN PARTWISATA RI

.H_ﬁ'f?ﬁ!_l—‘.li._igﬁ_li,l'ﬂ Hultum dan Kemunikasi Mablil,

. - e

Lo i

Al ATAMBTAH, AK, MA

CTR19590703198101 1007

......
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-13 -

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHLUN 2215

TENTANG

STANDAR USAHA PUSAT PENJUALAN
MAREANAN

STANDAR USAHA PUSAT PENJUALAN MAKANAN

PRODUK A, Tempat

Luas ruangan seswd dengan

kebuluhan  Jenis  restorarn,
ramiehy  mmakan, dan/atad

lesde. |

2 Temiliki sistemn  sirxulas

udara dan  pencabayvaan

sesual  standar  danfatau

ketentuan [Poratuaran

peruncang-undangsrn,

i 5 ;
A, Terzedia alesos [eask

clan keluar untuk
ITIESITIE-TIHSITIR restoran, |

rutnah  makar, dan/sateu

kals,
B. Penoanda 4, | Papan namsz pusat penicalan
Arah makanan denpan  luisan

vang terbeca jelas  dan

mudah terlihat, pemasangan
sesual  dengan  «etentuan
| pEraturan perundang-

undangan,
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.

B

o, Penanda ATEkL yang

| menunjukkan fastlitas

muzkan dan miniam,  vane

i_itlars dar mudah terlikar,

Fasilitas &. | Fasilitas parkir vang bersih,

Permminjang BMal, dan Lerswiad,

dilengkap:  denpgan  rambu

lahe  lintas  yvang  sesuse

detigan ketentuan peraturan

| perundang-undangan,

7. | Ketersediaan air bersih yane
memenilil persyaratan
kelaikan  sesusi  kapssitas

vang dibaluhkac., '

A, | Keterasediazan  lisirik  sesual

kapasitas vang ditiutuhkan

9. | Musholla yang bersih dan
terawat. CIETIRAT

perlenglkapanny«.

e |

Toilet yang bersih, tecawal

fan terpissah untulk

pengunjung pria dan wanita,

lermnasiak uniuk penyandang

disabilitas, wvang masing
masing dilenglkapi denpgan;

A, landa yang jelas;

b. air bersih yang cukup;

¢ tempat cuei tangesn dan

pengering,

c. kloser;

e. lempat sampah tertam;

VAL jdih kpmpnparekra
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I tempat

buang air kecil

(urincir) untuk lonles,

pengurniing pria; dun

g sirkulasi uddra tlan

penvahayaan vang baik

1L, | Tempat sampah  teriut LD
| vang terdin atas:

a, tempal sompah organik;
dlun

b. tempat  sampah hon-

orEanik,

|
| Tersedia ruang by mensyuasyl

C[lakilasd),

o, Ruang
Muazan dan

Minum

- Tersedia

riEng maksr

dAari IEinarn untak

usaha

restoran, rumak:

malean, dan/atzu kafe, '

14, Tersedia mejs dan kursi yung

hersih dan EORLI%!

TErawat,

Jjenis restoran, rordaly

makan, dait/atan kale,

15, Tersedia sirloafasi udara dan |

pencahayaan yvang bailk.

E. Dapur/
Faniry

Tersedia tempat area

pengolahan meskanan pada
Imasg-masing usalia

crestoran dilengkapi Alat
Pemadam

[APAR

Al Hingan

dan  Perlengkapan

Pertolongan Perama Pada

Kecelakaan (P33, |
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11,

e

Terscdia

uang tempa
pantry pada masing-mnasing

usaha kafe,

Tersedia perlengkapan dan

P peralalan untzle
PENYIIIPATIAN CGEan ponyajlan
maksnan  untuk  amah

TlElEn.

Tersedia sirkulasi udara dan

2 noyang baik,
encahavaan yang baik

A1.

Tempal  sampah  tectaiup

vang ierdirl alas;

a. tempal sammpah u_';-_"'_il".il-:'.l
dan

2. tempat  sampah  non- |

arganilk.

Tempat penyimnpanan
malkanan ittt rusak
[penshabls) dan  mekanoon |
HETITIE [rirocernes) Tracla

MAsINg-masing usaha

PELAYANAN

Pelaksanaan
Prosedur
Clperasional
Stands
{Standard
Operaling
Procedurs)

Penyeowsaan tempal

usaha restorall, mmah

makan, dan /atag kale,

k-

Penyiapan lkentrak  scwa
pengelola restoran, mamah

maltan, danf ataw kafe,

Fonanganan keluhan
pengelola  restoran, rumah

rrialean, dan/atau kaie.

Pelayvarnan informasi

keseshatan, kesclamatan, dan

kmm%\m/_.jdih.kemenparekralf.go.id




R

EE Profil  perusahaan Fang
' terdird atas: |

a. struktur organisasi yang

lengkap dan
terdolouimentasi;

L. uralan tugas dan fungsi

VHTIE ienegkap b by Bl
setiap Jakatan tlan
terdokumenlast

! —_—

2, | Renguna usaha VRS
lengkanp, teruloar dat
terdelumentasi,

3. | Dokumen Prosedur
Operasional Standar
[ Sluardard Operating |
Progsedure] R fatan

| | petunjuk pelaksanaan kerja,

4, | Peraturan Perusahadan sesualn |

dengan Xelfentiian peraluran

perandang-undangan clan
- terdeosumentasi. |
2 | '
E. Manajecmen 5. | Pelaksanakan RroEram |
pemeliharaan dan
PETIVITILMETIATL dokumen |
= I i E HSS TR
leegiatan usaha uisat

penjualan makanan,

9. | Pelaksanakan PIOETELT
kebersihan dan  perawatan
lingkungan,

. 7. | Pelaksanakan PTOETaErT:
pencegahan dan

penanggulangan kebakaran,
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atall dalam keadaan darurar,
sesuai dengan ketcntuan
peraluran parundunig

undarigan,

Prroeram

reselamartan dan Keseharan

2. | Pelaksanalkar

Ketje  (K3) sesual dengan
| kelentuaan

fAeTalluran

. Feracdang- tndanygan, '

G,  Terzedin

perlenglkapan |
pertnlongan  periama pads
kecelakuan  (P3K] sesus

| dengan stundar  duan/atau

ketenruan peraluran

; nerundang-undangan.

10, | Tersedia tempar
PN PUnEan scmentary |
sampah ergantl dan

MOM-organi=, sesual dengan
kotentuan peraluran

perundangan - Uncsngsan

unnzk usaha yang beordin

C. Sulmber
Mayva

Manusia

sendir),

11. | Melaksanakan program
peringkatan kemampuan |
dan  kelerampilan  sesuad
keburuhan.

12, Melaksanakan cvaluasi
kinerna SN ECELIAI

keburtihan

13, Melaksanakan pemeriksaan |
|
' kesehatanr untuk karvawsn |
| sesud leebutuhac, _
www.jdih.kemenparekraf.go.id



I 1

Republik Tndonesia.

Satuan  Pengamanan  yono

memiliki Karmny Tatida
Angoata (KT AL Satuan
Pengamanan YEIE

dikeluarkur oleh Henelisian

D. Sarana dan

Prasarana

Muang gantl pakaisn unruk

Pdengan sirkulss! wudars doan

Ruang makan lervawan

pencahayaan  yang  sesual
dengan  standar danfatau
peraturan

corandang-uncangan,

Tolet  karvawan  dengan
sk lasi udarg dan
pencahayaan  vang  sesuno
dengan slandar danfata

pETHtULLE

poerundang-undangan,

Ruang kanzor, denpan sistcin
pencabavaan  dan sirkulasi
udara yang scsuai dengun

standar dar/atau ketentuan

J"]'.:'!."IETII;,:E_—:I:;-_';- |
undangan (untuls  usess

wang berair sendic).

14,
13
karyawan terternis,
16,
kelentuan
1
|
|
kelentuan
15,
Dersluran
149,

Tersedin  peneclashan  alr

lirmbah scsual deriger:

ketencuan

perabuaran

perundang-undangan.
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20, | Instalasi lstrik/ gensel sesust

' dengan keteniusn perataran

perundang-undangan.

21, | Instalas’ air bersih sesusd
Ij.E[".EE”I é".ﬂ'.':.:l“'ﬁ.'.l-'iﬂ Pl:-]'-;l.t'l_'l]'--.l 3§

perundang-undangan,

22 | Inslalas gas sesuai denpan |
|

kKelentuan peraliuran

perundang-undangan,

o

Akses khusus darorstl dan |
. rempar  bherkumpul  vang :
terlihat dengan ramin:  vang |

jelas HES11A] dengnt |
. Heleriua peratiran

perundang-undangan

24, | Peralztan komunikss: vane
reroin dan telepon, faksiml

dan jaringan internet,

23, | Imstalasi kamera pengaeas |
(closed  circuil leizvision

JCCTV) wang  berfungs

| dengan baik,

[ I 25, ;'5.11_1I.'1:-1r".g Az LoTnoat

[HOVIIGPEDHD  vang  28rsin

can terawat,
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